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WALIKOTA PAGAR ALAM ,

panwa uniuK mefaxksanakan rasal 20 nuiut © dan ¢ sena pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Uaarah, dan Peraturan Menten Dalaim Negerl Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah: perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur
FPengawasan di Lingkungan inspekioral Kota Pagar Alam meiaiui
Peraturan Walikota Pagar Alam,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 temang Pokok-Poxok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, lambahan Lembaian Negaia Repubik indonesia
Nomor 3041) sebagaimana leiah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Neoara Renublik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Kepubiik
Indonesia Nomor 3890);

Unoang-uncang K Nomor g tanun 2001 1enlang fembeniukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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WNOINOE v hu),

_ Undana-Undana Nomor 17 Tahun 2003 f{entanao Keuanaan

isi_s:gafa (Lemoaran iNegara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ADRAA-
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

n 13 ] el fndamaplea Vab .0 AAARS L
Neggra {Lombaron Nogard ivedain v R T R S L T

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ),

Urdang-Undany oo 10 Taui 2004 isniaoy OIS A
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemoaran Negara Kepubi ingenesta Nomer 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lacrah (Lembaran Negara Republik indonesla Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir denaan Undana-Undano
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Feraturan Femennian yomor /Y tanun 2003 tentang Fedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor
4594),

Feraturan Femennian Nomor 38 fanun 200/ tentang Hemboagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
vogara Republik indonesia Tahun 2007 Nomoir 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 lentang Sislem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Nenara
Repubiix indonesia Nomor 4890),

Peratiran Pemerintah Namnr 82 Tahun 2010 Dicinlin Danawmai
Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Komar B135)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001
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Pedoman Tata Cara Pengawasan alas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,
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13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Darmiahan Alan Darabiiean AMantas Nalam Mamad Moo as AN Tabim
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2007 lentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14 Peraturan Laerah Kotz tagar Alam Nomor 4 iahun 2010 entang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010

Nomor 4 Seii D),

45.Peraturan Daerah Kota Paaar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentana
Pembeniukan Organisasi Pagar Alam dan 7ata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2010 Namnar 2 Qari DYV

16. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Hlenimm Tiiman dnan Cimani Inannldnemt Fntn Mamas Alss~
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MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT

AT A FRGAR ALAM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ualam Harzturan Walkota inf yang Simaksud cengan -

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses keaiatan
yang ditujukan untuk menjainin agar Pemerintahan Daerall berjaian secara efisien
dan efekiif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Pemerintahan Daerah adalah openvelencaaraan urusan nemeriniahan alah
Femerinian Daeran dan Dewan Perwakiian Rakyat Daeran (DPRD) menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

cietem rdan nringin Nanara Kocatinan Ranihliv Indnnocia eahanaimana Aimabeond

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun‘i945.
3. Pemerintah Daerah adalah, Walikota, dan perangkal daerah sebagai unsur

naminlananaes mmmmnrnbabhan danrab
gl i i aabderd Ghdle

U /’ Gt e g diiadd
4 Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban sefiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
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melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

(el AN pata Femennian Laean Sejaky Deaksana ufusan pemenntanan ar gaeran
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6. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya
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untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.

7. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan untuk mengetéhui dan menilai dengan
Cermat Qan SeKSAMA Mmengenar Sasaran oar GUYER yai Qipeiinse seria GridRURAN
secara terjadwal.

8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, KCrupsi, kolus! dan nepotsme yang crakuxan oen aparat
pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

8. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan paiaksanaan di
tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala diseliap tingkatan atas
nroaram sesuai rencana.

10.Evaiuasi adalah proses kegiatan peniiaian kebijakan daerah, akuniabiiitas Kinerja
daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan

an::_n!a_m:t:gman namarintahan riaarah

BAB Il

BUANS 1 INGKUID DENCAWAS AN DUITIM | RECIN ER

Pasal 2
(1) Toliyawasan aias poiiy IO G a1 PO 151l it Sacian G -
a. Administrasi umum pemerintahan; dan
b. Urusan pemerintahan.
(2) Pengawasan scbagaimana cimaksud pada ayat (1) hurii 2 diiakukan terhadap :
. Kebijakan daerah;
Kelembagaan;
Pegawai daeiah,
Keuangan daerah; dan
e. Barana daerah

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
a. Urusan wajib;
0. urisan puinan,

Dana Dekonsentrasi,

Tugas pembantuan; dan

Kecbiakan Pinjaman Hibah Luar Negen.
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BAB I
PENANGANAN PENCADUAN MASYARAKAT
Ruang Lingkup Dan Sumber Pengaduan

Pasal 3
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :
a. penvalahgunaan wewenang;
b. hambalan dalam pelayanan inasyaiarat,
c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d nelananaran disinlin neqawai



Pasal 4
FeNGEAURN MUsYArakal Sepagaimand imaxsua daiam Fasal 2 bersumber gar

Lembaga-Lembaga Negara;

Badan/Lembaga/lnstansi Pemerintah dan Pemerintah Dacrah,
Badan Hukum;

Partai Politik:

Oryanisasi Masyarakal,

Media Masa; dan

Pararanaan

a~eanUp

Pasal 5
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat
Dannmune Pamariniah,
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur
Daerah.

BAB I
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Ponyusunan Roncana Pongawasan

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana pengawasan tghunan alas penyeienggaraan pemenntahan
daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Lol nada munb 1AV Adiciinnin
Ve s /
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" dalam ber{tuk'ur-;rogram Kerja Pengaw;san Tahunan (PKP']’) Eengan berpedoman
pada kebijakan pengawasan.

(4) renyusunan PRI sebagaimana wmaksud pada ayat (£) digasarkan atas poncip
keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-
ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber dava

pengawasan.
(4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

R T
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I Dancrana nanamunean inhoanan anhannimanna dima

Baglan Kedua
Rencana Pengawasan
Fasal

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi :
niann linclmu:\-
. sasaran pemeriksaan,
. SKPO yang diperiksa;

a
b
C
A inditAl nalnbnanann namaribianan,
d. jadtie) pelalicanaan POmOnkeacn;
e. jumlah tenaga;

f. anggaran pemeriksaan; dan
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Bagian Ketiga
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Pasal 8
74\ Dalnbhnt Manmmsine Mamsactobale maalolrmmemmlis e o mmmeee e =82 o S '
Nt 1 S | GrIgeTIi 1 wstIwl HIWATY 1 IGIARGTH IUNGEH PULyarraoall aad penycIciiyyaiaalt
pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.

(2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas
pSiiySicigyalaalt P illidiialn Udeiait DEIROUIINEST Uengdn nspeKur Frovinsi
Pasal 9
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas
rFemenmian sepagaimana aimaksud calam Fasal ¥ diiakukan melalui kegiatan

pemetriksaan, monitoring dan evaiuasi.

Pasal 10
(1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

Phamnmellommann ommaon haslrmle odom frome—e-i o T [ R, Y { P | ' .
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daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan,
Pemeriksaan dana dekonsenirasi:
a. Pemeriksaan tugas pembantuan;

Pemerikeaan terhadap kebiiakan pinjaman dan hibah luar negen; dan

Pl | Al luuup
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d. Penanganan Pengaduan Masyarakat
[2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

g ila

Daftar Materi Pemeriksaan.
(3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

\amoiran | peraturan ini.

Pasal 11
(1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
ternadap administrasi umum pemenntahan dan urusan pemerintahan.
(2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
eahanaimana dimaksud pada ayat {1) berdasarkan petunjuk teknis.

s b ek e

Pasal 12

(1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peiabat Pengawas
Femeriniail uapal Imelakukan pemersaan [eneniu aan pemeriksaan iemaaap
laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan
nepotisme

(2) Ketentuan lebin lanjut mengenal pemenksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap
laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan
nenotisme dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

it
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Pasal 13 s

(1) Peinearinsasn Pejabal Foigawss Fetwtinlail weDagalifiana Giiarsud
10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

(2) Mekanisme dan Sistimatika Laporan Haslil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pacia ayat (1) tercanium daiam tampiran i| peraturan ins.

Galaiii pavdl

Pasal 14

(1) Monitorng dan tvatuasi Hejabat Pengawas remenntan sepagaimana dimaksud
dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.

19\ Olablrabtibn | anaran Unanll Manitarina dan Eyvabinai snhanaimana dimnleord '.‘:.‘!‘.‘3
NS W iwni ety SAwsh A 6 phdmaiy awraeibamaid il igy el g e AR g b w - &

ayat (1) Iorcar?t'um dalam lampiran Il peraturan ini.

rasal 19
Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat
Daerah disampaikan kepada Walikota dan tembusan kepada Gubemur,

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 16
(i) Mesii peineriksasn Pejadal Pengawas Feineniniai se0agaiiana ditnaksua aaarnm
Pasal 12 ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi.
(7\ Wakil Waliknta hartananing {awah mannnnrdinacikan nalakeanaan tindal lanint
hasll pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

fasal 17
SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasl Pejabat Pengawas Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAS V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 18
(1) Inspektur Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak

lamlig hanil mamanismnmn
IHIU‘H. bivarat r“‘la“'lh‘u“ll.

(2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaima
dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada Walikota : e



Pasal 19
Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali dalam satahun.

Pasal 20

hMekanieme dan sictimatika iapnran pmmnlmmnipmnulakhir=m hasil oengawasan
tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

eaAR V!

NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Ml N4
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(1) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi
norma pengawasan dan kode etik.

(2) WU Pelgdwasan Udll RUUE BUR seUayailiidiid UillIdRoUU paua ayat (1) auaiail
Norma sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PERIVA/M.FANUIIZUUS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peratiiran Walikota Paaar Alam ini mulal berlaku nada tanaaa! ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini penempatannva dalam Berita Naerah Kota Paaar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

nara fanonal 9 zun /201
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Diundangkan di Pagar Alam
raua ‘l-ﬂlls”ﬂll 4 qun ,4' Py dto
SEKRETARIS DAERAH H. DJAZULI KURIS
AUIA FAGARK ALAM,
dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAFRAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR R0 S ERI E )



